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ABSTRAK

Fenomena ketidakmerataan pembangunan menimbulkan masalah disparitas
antar wilayah. Seperti yang dialami Kabupaten Cilacap yang luas wilayahnya
mencapai 225.360.840 kmz2, hampir tiga kali lipat luas Kabupaten Purbalingga
dan dua kali lipat luas Kabupaten Banyumas. Hal ini mengakibatkan adanya
ketimpangan khususnya dalam pelaksanaan urusan administrasi. Upaya
pemerataan guna mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah terus
diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap yakni dengan melakukan
pemekaran daerah Cilacap Barat dan Cilacap Timur. Majenang dan Sidareja
merupakan kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan kabupaten Cilacap di
bagian barat

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kecamatan yang berpotensi
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan layak menjadi ibukota pemerintahan di
Kabupaten Cilacap Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Kabupaten
Cilacap dan jurnal serta literatur yang berkaitan dengan penelitian. Metode
analisis yang digunakan yaitu Tipologi Klassen, Analisis Location Quotient (LQ),
Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Analisis Overlay, Analisis Skalogram.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Majenang sebagai
pusat pertumbuhan ekonomi dan layak menjadi ibukota pemerintahan Kabupaten
Cilacap Barat.

Keyword: Ketimpangan Daerah, Pemekaran Wilayah, ibukota
pemerintahan
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahannya dengan meletakkan dasar-dasar sistem hubungan daerah dan
daerah pusat yang dirangkum dalam tiga prinsip: pertama, desentralisasi
mengandung arti penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah
tingkat atasnya kepada daerah. Kedua, dekonsentrasi yang berarti pelimpahan
wewenang dari pemerintah atau kepada wilayah atau kepada instansi vertikal
tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Ketika tugas pembantuan
(medebewind) yang berarti pengkooordinasian prinsip desentralisasi dan
dekonsentrasi oleh kepada daerah yang memiliki fungsi ganda sebagai penguasa
tunggal di daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah. Akibat prinsip ini,
dikenal adanya daerah otonom dan wilayah administratif (Kuncoro, 2012: 3).

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan wewenang
yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus, mengatur dan mengelola
berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Hal yang menjadi topik utama adalah permasalahan otonomi daerah,
perdebatan panjang di mana ada sebuah proses aspirasi dari masyarakat untuk
mendapatkan otonomi penuh bagi daerah pemerintahannya. Ini merupakan

dimensi  ketatanegaraan yang sering dibahas dan diperdebatkan,



la mengacu kepada urusan-urusan pemerintahan, apakah sebaiknya
diselenggarakan secara terpusat “atau” terdistribusi (Widjaja, 2003: 3).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara
Pembentukan Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, maka syarat yang harus
dipenuhi dalam pemekaran Kabupaten meliputi syarat administratif, teknis, dan
fisik kewilayahan. Adapun syarat administratif tersebut meliputi:

a) Keputusan DPRD Kabupaten/kota induk tentang persetujuan

pembentukan calon kabupaten/kota;
b) Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan
calon kabupaten/kota;

c) Keputusan gubernur tentang persetujuan calon kabupaten/kota;

d) Rekomendasi menteri

Kemudian syarat teknisnya meliputi faktor kemampuan ekonomi,
potensi  daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah,
pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat,
dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan syarat
fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan
prasarana pemerintahan.

Persetujuan DPRD dalam hal ini diwujudkan dalam Keputusan DPRD,
yang diproses berdasarkan pernyataan aspirasi sebagian besar masyarakat
setempat, sedangkan persetujuan gubernur didasarkan pada hasil kajian tim
yang khusus dibentuk oleh pemerintah provinsi yang bersangkutan. Tim

dimaksud mengikutsertakan tenaga ahli sesuai kebutuhan (Rozali. 2005: 11).



Berbagai syarat dan kriteria tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi
dalam bentuk kumulatif pendapatan asli daerah menjadi salah satu syarat
dalam memekarkan kabupaten. Kemampuan tersebut berimbas dengan potensi
daerah baik dalam bentuk material maupun bentuk non material termasuk
pengembangan infrastruktur lainnya, termasuk bentuk non material (Khasan,
2009: 75).

Beberapa alasan yang mendorong suatu daerah provinsi, kabupaten atau
kota untuk dimekarkan selain masalah politik juga masalah ekonomi. Menurut
(Ratnawati, 2010: 141), sebelum dimekarkan daerah tersebut mengalami masalah
antara lain: kemiskinan dan ketertinggalan pembangunan, jarak yang jauh dari
ibukota provinsi/ kabupaten/kota, hasrat mendapat Dana Alokasi Umum serta
rent-seeking motives. Setelah terjadi pemekaran, akan memberikan dampak positif
kepada daerah tersebut antara lain: munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi/pusat-
pusat ekonomi baru, kemajuan pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan,
gedung-gedung pemerintah, sekolah-sekolah, puskesmas, dll.) dan mendekatkan
jarak ibukota daerah dengan masyarakat serta efisiensi pengurusan administrasi.

Selain itu, secara keseluruhan otonomi daerah memberi kesempatan yang
lebih besar bagi masyarakat untuk dapat mengakses kesejahteraan. Asumsinya,
dengan pemerintahan yang terfokus, wilayah yang lebih kecil maka pemerataan
pembangunan akan semakin baik (Damanik et all, 2011: 23).

Dalam Al Quran kesejahteraan dan pemerataan pembangunan telah tersurat
dalam Surat Al Hasyr ayat 7 dan Ali Imron ayat 140. Al Quran memerintahkan
agar kekayaan tidak terpusat pada orang — orang tertentu saja, harus adanya

kesejahteraan yang merata agar si kaya tidak semakin kaya dan si miskin semakin



miskin. Kedua surat tersebut menyimpulkan bahwa keberhasilan, kemenangan,
kebahagiaan, dan kenyamanan material serta immaterial akan dirasakan secara
bergantian dari satu individu ke individu lain, satu kelompok ke kelompok lain.
Ketika suatu daerah menjadi Daerah Otonom Baru (DOB), daerah tersebut akan
fokus memberdayakan masyarakatnya karena sudah mendapat otoritas dari
pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya sendiri.

Menurut Rasyid (2001: 211) kebijaksanaan otonomi daerah memberikan
otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya kabupaten/ kota. Hal ini
ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah,
memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas
demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, dan pada
akhirnya diharapkan pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik (Good
Governance).

Untuk mewujudkan good governance dalam tinjauan otonomi daerah
sekaligus bagaimana upaya sistem pelayanan publik yang berorientasi pada
kebutuhan dan kepuasan serta kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya
reformasi kelembagaan (institutional reform) dan reformasi manajemen publik
(public management reform). Reformasi kelembagaan menyangkut
pembenahan seluruh alat -alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun
infrastrukturnya dan yang menyangkut reformasi manajemen publik. Selain
reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik, untuk mendukung
terciptanya good governance, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan
terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan



uang rakyat (public money) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan
konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public
accountability) yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan pada
masyarakat (Monoarfa, Tt: 4).

Banyaknya daerah yang minta dimekarkan mengakibatkan daerah lainnya
terinspirasi untuk menuntut dimekarkan. Sejauh ini yang tercatat dalam Direktorat
Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik
Indonesia (2014) adalah 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota madya.
Meskipun banyak proposal pemekaran daerah yang di ajukan oleh beberapa
daerah di Indonesia namun pada tahun 2012 pemerintah hanya mengesahkan 1
(satu) provinsi dan 5 (lima) yakni provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten
Pangandaran, Kabupaten Presisir Barat (Lampung), Kabupaten Manokwari Barat
dan Kabupaten Pegunungan Arak.

Pada tahun 2013 pemerintah menandatangani undang-undang pembentukan
9 (sembilan) Kabupaten yakni Kabupaten Mahakam Hulu, Kabupaten Maluku,
Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Taliabu,
Kabupaten Bangga Laut, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Morowali Utara,
Konawe Kepulauan dan Kabupaten Musi Rawes Utara.

Pada tahun 2014 pemerintah menandatangani Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat, Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten

Buton Selatan.



Wacana pemekaran kabupaten juga muncul Jawa Tegah tepatnya Kabupaten
Cilacap. Luasnya wilayah Kabupaten Cilacap (225.360.840 km?2). Jika
dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang masih satu Karesidenan Banyumas,
luas Kabupaten Cilacap hampir tiga kali lipat luas Kabupaten Purbalingga dan
dua kali lipat luas Kabupaten Banyumas, hal ini mengakibatkan adanya
ketimpangan khususya dalam pelaksanaan urusan administrasi.

Tabel 1 Perbandingan Luas Wilayah Kabupaten Karesidean Banyumas

No | Kabupaten | Luas Wilayah

1 | Cilacap 2.142,59 km?

2 | Banyumas | 1.329,02 km?

3 | Purbalingga | 777,7,64 km?

4 | Banjarnegara | 1.096,74 km?
Sumber: BPS Jateng 2015

Dari tabel A.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa dari rata-rata PDRB
keseluruhan antar kecamatan di Kabupaten Cilacap selama tahun 2010-2014 yang
jumlahnya Rp. 448.042 (juta rupiah), ada kesenjangan di dalamnya. Banyak
kecamatan yang mempunyai jumlah PDRB yang jauh di bawah rata-rata dan
beberapa di antaranya melampaui rata-rata.

Kecamatan Cilacap Selatan dengan jumlah Rp. 974.498 (juta rupiah),
diikuti Kecamatan Majenang sebesar Rp. 903.911 (juta rupiah) dengan rata-rata
PDRB Rp. 403.693 (juta rupiah) jauh di atas rata-rata dan Kecamatan Kampung
Laut Rp. 46.224 (juara rupiah) lalu Kecamatan Patimuan sebesar Rp. 149.448
(juta rupiah) jauh dari rata-rata PDRB apalagi jika dibandingkan dengan

kecamatan peringkat 1 dan 2.



Tabel 2 PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2000 berdasarkan rata-rata antar
kecamatan di Kabupaten Cilacap tahun 2010-2014 (juta rupiah)

Kecamatan Rata-rata Rank
Cilacap Selatan 974.498 1
Majenang 903.911 2
Cilacap Utara 845.844 3
Cilacap Tengah 653.938 4
Wanareja 648.929 5
Cimanggu 609.140 6
Kesugihan 598.607 7
Kroya 572.389 8
Jeruklegi 513.035 9
Sidareja 468.189 10
Dayeluhur 435.035 11
Adipala 415.943 12
Maos 354.273 13
Sampang 340.843 14
Nusawungu 335.171 15
Karangpucung 325.486 16
Binangun 324.816 17
Cipari 323.714 18
Gandrungmangu 276.483 19
Kawunganten 268.481 20
Kedungreja 201.617 21
Bantarsari 166.605 22
Patimuan 149.448 23
Kampung Laut 46.224 24

Sumber: BPS Cilacap. Data diolah



Karena masalah ketidakmerataan tersebut timbullah masalah disparitas antar
wilayah. Ketidakmerataan penyebaran sumber daya alam dan pembangunan
fasilitas sosial ekonomi menyebabkan pertumbuhan wilayah juga tidak merata.
Upaya pemerataan guna mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah akan
terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap (Aziz Pratomo,2014:17)

Warga Cilacap di daerah barat harus menempuh rata-rata waktu 2,5
jam dibanding dengan warga Cilacap induk yang hanya menempuh rata-rata
waktu satu (1) jam untuk mendapatkan pelayanan publik. Selain luas wilayah,
dalam hal pertumbuhan ekonomi. Wilayah Cilacap Barat hanya terdapat lima (5)
industri besar, sedangkan di wilayah induk terdapat sebelas (11) industri besar.
Berawal dari hal inilah, masyarakat Cilacap Barat melalui Paguyuban Warga
Cilacap Barat (PWCB) melakukan gerakan pemekaran daerah (Yogananda,
2012: 8).

Tabel 3 Luas Wilayah Kecamatan Kawasan Cilacap Barat

No | Kecamatan Luas wilayah
1 Dayeuhluhur 18.503
2 Wanareja 19. 063
3 Majenang 13.851
4 Cimanggu 16.744
5 Karangpucung 11.502
6 Cipari 12.127
7 Sidareja 5.242
8 Kedungreja 7.450
9 Patimuan 7.227
10 | Gandrungmangu 14.319
Kabupaten Cilacap Barat 126.028

Sumber: Cilacap Dalam Angka 2015 (Diolah)



Gambar 1Peta kabupaten Cilacap Bagian Barat
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Sumber: cilacap.blogspot.co.id

Berdasarkan data luas wilayah 10 kecamatan Cilacap Barat, jika Cilacap
Barat dimekarkan maka akan mempunyai luas wilayah 126.028 Ha atau 1260,28

km2 dan lebih luas dari Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga.

Menurut Aziz Pratomo, rencananya kabupaten Cilacap akan dimekarkan
menjadi dua bagian yakni Cilacap Barat dan Timur. Di antara kota-kota
kecamatan yang cukup signifikan di Kabupaten Cilacap adalah Sidareja,
Majenang, Karangpucung, dan Kroya. Majenang dan Sidareja menjadi pusat
pertumbuhan kabupaten Cilacap di bagian Barat sedangkan Kroya dan Sampang
menjadi pusat pertumbuhan di Bagian Timur (Aziz Pratomo 2014: 1).

Ketua presidium pemekaran Cilacap Barat Bambang Suharto mengatakan,
persyaratan administrasi sudah 100 persen selesai dan siap menjadi daerah
otonom baru. Sebab berdasarkan Pendapatan Asli Daerah Cilacap Barat mampu
mendapatkan 98 miliar, sehingga pemekaran Cilacap Barat dipandang sangat
layak dibandingkan dengan kabupaten Banjar Patroman yang dimekar dari
Kabupaten Ciamis yang pendapatan asli daerahya hanya 12,8 miliar. Berdasarkan

data dari DPR RI, Cilacap barat masuk dalam 122 yang memenuhi syarat untuk
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dimekarkan. Sedang 87 kabupaten/kota lainnya sudah menjadi daerah otonom
baru (fokuscilacap.com).

Presidium Pemekaran Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, kembali
melakukan audensi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pertemuan ini
sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang membahas rencana
pemekaran Kabupaten Cilacap untuk wilayah timur dan barat. Setidaknya, ada 10
kecamatan yang akan bergabung dengan Kabupaten Cilacap Barat, masing-
masing adalah Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, Karang Pucung,
Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan, dan Cipari. Alternatif lokasi
ibukota kabupaten direncanakan di wilayah Sidareja atau Majenang
(Obsessionnews).

Pemilihan lokasi ibukota Calon Kabupaten Cilacap Barat di rencanakan
adalah Kecamatan Majenang atau Kecamatan Sidareja karena dua kecamatan
tersebut merupakan kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan Kabupaten

Cilacap bagian barat.

Secara normatif, pengkajian kelayakan pemekaran didasarkan pada PP No.
78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan
Daerah, demikian pula kajian mengenai potensi suatu kecamatan yang layak
menjadi  ibukota pemerintahan. Berdasarkan indikator dan sub indikator
sebagaimana termuat dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, yang meliputi kondisi

kependudukan; kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan,



11

sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat
kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali.

Berdasarkan data dan uraian mengenai potensi kecamatan menjadi pusat
pemerintahan kabupaten maka penelitian ini bermaksud menganalisa potensi
ekonomomi dari Kecamatan Majenang dan Sidareja dengan mengambil judul
penelitian “Analisis Perbandingan Potensi Kecamatan Majenang dan
Sidareja sebagai Calon Ibukota Pemerintahan Dalam Pemekaran

Kabupaten Cilacap Barat”.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa
rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana struktur perekonomian di Kecamatan Majenang dan Sidareja?
2. Sektor-sektor ekonomi apa saja yang dapat dikembangkan di masing-
masing kecamatan?
3. Kecamatan manakah yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan dan

layak menjadi ibukota Kabupaten Cilacap Barat?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Sesuai dengan uraian di atas maka tujuan penelitian dalam menganalisis
Perbandingan Potensi Kecamatan Majenang dan Sidareja sebagai Calon Ibukota
Pemerintahan dalam Pemekaran Kabupaten Cilacap Barat antara lain:
1. Menganalisis struktur ekonomi yang terbentuk di Kecamatan Majenang
dan Sidareja.

2. Menganalisis ekonomi unggulan di Kecamatan Majenang dan Sidareja.
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3. Menganalisis potensi pusat pertumbuhan dan layak menjadi ibukota
Kabupaten Cilacap Barat.
1.4. Sistematika Pembahasan

Dalam laporan penelitian ini, sistematika penyusunan terdiri atas lima bab,
masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab | Pendahuluan merupakan titik tolak dan menjadi acuan dalam proses
penelitian yang dilakukan. Bab ini terdiri dari empat sub bab yaitu latar belakang
yang menguraikan isu dan beberapa fenomena ketimpangan dan ketertinggalan
pembangunan. Selanjutnya rumusan masalah sebagai inti permasalahan yang
dicarikan penyelesaiannya melalui penelitian ini dan dilanjutkan dengan tujuan
dan manfaat penelitian untuk mengetahui urgensi penelitian ini. Bab ini diakhiri
dengan sistematika pembahasan untuk mengetahui arah penelitian.

Bab Il Landasan Teori memuat tinjauan pustaka dan hasil-hasil penelitian
sejenis yang pernah dilakukan guna mengetahui posisi penelitian. Bab ini juga
mengungkapkan kerangka pemikiran.

Bab 11l Metode Penelitian berisikan deskripsi tentang bagaimana penelitan
akan dilaksanakan secara operasional yang menguraikan, jenis dan sumber data,
metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab IV Penelitian dan Pembahasan, pada permulaan akan digambarkan
secara singkat keadaan geografis, demografis dan kondisi perekonomian.
Kemudian, bab ini dilanjutkan tentang hasil analisis penelitian dan pembahasan

dari pengolahan data.
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Bab V Penutup, merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban akhir dari
rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini juga disampaikan saran serta

masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.



BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pemilihan lokasi ibukota merupakan salah satu syarat teknis dalam
pemekaran daerah seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.78 Tahun
2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Dalam pemekaran Kabupaten Cilacap, terdapat dua kandidat kecamatan yakni
Majenang dan Sidareja sebagai pusat pemerintahan atau ibukota. Kiriteria
kelayakan dalam menentukan lokasi ibukota antara lain berdasarkan potensi
kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan kelengkapan fasilitas. Berdasarkan
analisis hasil studi dan pembahasan mengenai Analisis Perbandingan Potensi
Kecamatan Majenang dan Kecamatan Sidareja sebagai Calon Ibukota
Pemerintahan dalam Pemekaran Kabupaten Cilacap Barat diperoleh kesimpulan

bahwa:

1. Analisis Tipologi Klassen

Kecamatan Majenang termasuk dalam kategori Kuadran | yakni
kecamatan yang maju dan berkembang pesat karena dari didominasi oleh
lima sektor maju dan tambuh pesat yakni Sektor Pertanian, Sektor
Pertambangan & PenggalianSektor Listrik, Gas dan Air Bersih, Sektor
Pengangkutan dan Komunikasi serta Sektor Jasa-jasa.
Kecamatan Sidareja termasuk dalam kategori daerah maju tetapi tertinggal
karena didomonasi lima sektor berada dalam kategori tersebut yakni

Sektor Pertanian, Sektor Bangunan, Sektor Perdagangan, Restoran dan

86
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Hotel, Sektor Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan serta Sektor Jasa-
jasa.

Menurut hasil analisis Tipologi Klassen ini, Kecamatan Majenang lebih
unggul daripada Kecamatan Sidareja.

. Analis Location Question

Kecamatan Majenang mempunyai tujuh sektor basis yaitu Sektor
Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Listrik, Gas dan
Air Bersih, Sektor Perdagagan, Hotel dan Restoran, Sektor Pengangkutan
dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta
Sektor Jasa-jasa.

Kecamatan Sidareja mempunyai lima sektor basis yaitu Sektor
Pertanian, Sektor Perdagagan, Hotel dan Restoran, Sektor Pengangkutan
dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta
Sektor Jasa-Jasa.

Menurut hasil Analisis Location Question ini, Kecamatan

Majenang lebih unggul daripada Kecamatan Sidareja.

. Analisis Metode Rasio Pertumbuhan

Kecamatan Majenang tahun 2010-2014, sektor ekonomi yang
mempunyai nilai RPR positif (+) dan nilai RPS positif (+) yaitu Sektor
Pertambangan dan Pengggalian, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, Sektor
Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Bangunan serta Sektor Jasa-jasa
yang artinya sektor tersebut menonjol di tingkat kabupaten dan kecamatan.
Dua sektor ekonomi yang mempunyai nilai RPR positif (+) dan nilai RPS

positif (-) adalah Sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel serta Sektor
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Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan yang artinya hanya menonjol di
tingkat kabupaten dan rendah di tingkat kecamatan. Dua sektor lain itu
Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan perkembangannya rendah
baik di kecamatan maupun kabupatenkarena nila RPr dan RPs negatif (-).

Sedangkan hasil perhitungan MRP untuk Kecamatan Sidareja
tahun 2010-2014  terdapat lima sektor yang menonjol di tingkat
Kabupaten Cilacap dan Kecamatan Sidareja yaitu Sektor Pertambangan
dan Pengggalian, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, Sektor Pengangkutan
dan Komunikasi serta Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
karena nilai RPr dan RPs nya positif (+). Selanjutnya, Sektor Perdagangan,
Restoran dan Hotel serta Sektor Jasa-jasa potensial hanya di tingkat
Kabupaten Cilacap dan pertumbuhannya rendah di tingkat Kecamatan
Sidareja. Sedangkan dua sektor lain yaitu Sektor Pertanian serta Sektor
Industri Pengelolaan mengalami pertumbuhan yang rendah di tingkat
Kabupaten Cilacap maupun di tingkat Kecamatan Sidareja.

Dalam analisis Metode Rasio Pertumbuhan ini, Kecamatan
Majenang dan Kecamatan Sidareja mempunya hasil yang sama dari total
perhitungan RPr dan RPs.

. Analisis Overlay

Kecamatan Majenang mempunyai sektor unggulan yang memiliki
daya saing secara kompetitif dan komparatif yaitu Sektor Pertambangan
dan Penggalian, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih , Sektor Transportasi
dan Komunikasi serta Sektor Jasa-jasa. Satu sektor menunjukkan sektor

yang pertumbuhannya dominan tetapi kontribusinya kecil yaitu Sektor
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Bangunan. Tiga sektor berkondtribusi cukup besar tetapi pertumbuhannya
kecil yaitu Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel serta
Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Sektor Industri
Pengolahan merupakan sektor yang pertumbuhnnya kecil dan
kontribusinya juga kecil yang dimiliki Kecamatan Majenang.

Kecamatan Sidareja mempunyai tiga sektor unggulan atau sangat
dominan vyaitu Sektor Transportasi dan Komunikasi, Sektor Keuangan,
Persewaan dan Jasa Perusahaan serta Sektor Jasa-jasa. Tiga sektor yang
pertumbuhannya dominan yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian,
Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih serta Sektor Bangunan. Dua sektor
yang berkondtribusi cukup besar tetapi pertumbuhannya kecil Sektor
Pertanian serta Sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel dan Sektor
Industri Pengolahan merupakan sektor yang pertumbuhnnya kecil dan
kontribusinya juga kecil yang dimiliki Kecamatan Sidareja.

Berdarkan Analisis Overlay terhadap dua kecamatan ini,
Kecamatan Majenang lebih di unggulkan daripada Kecamatan Sidareja.

. Analisis Skalogram

Kecamatan Majenang menempati peringkat pertama dengan jumlah
pelayanan sebanyak 992 unit, Kecamatan Sidareja mempunyai unit
pelayanan sebanyak 448 unit. dalam analisis Skalogram ini Kecamatan

Majenang diunggulkan dari Kecamatan Sidareja.
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5.2. Keterbatasan

1. Data yang ada seringkali tidak konsisten dalam penyajiannya seringkali
menunjukkan angka yang berbeda sehingga menyulitkan peneliti untuk
mengambil data mana yang digunakan.

2. Ketidak konsistennya penyajian dan data sehingga menyulitkan peneliti

dalam data mana yang digunakan.

5.3.Saran

1. Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu mengupayakan strategi pembangunan
dengan memperhatikan sektor-sektor yang dimiliki kecamatan dengan cara
membangun dan meningkatkan atau memperbaiki infrastruktur fisik untuk
mendukung peningkatan sekor-sektor potensial dan non potensial.

2. Pusat pertumbuhan sekaligus pusat pemerintahan harus mampu
mendorong daerah lain untuk maju dan berkembang dengan membangun

kerja sama berdasarkan potensi yang daerah miliki.
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LAMPIRAN

LAMPIRAN I
Terjemahan Teks Arab
NO. Him BAB Terjemahan
1. 25 Il 7. Apakah Dia menyangka bahwa tiada seorangpun yang melihatnya?
8. Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata,
9. lidah dan dua buah bibir.
10. dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebajikan dan jalan kejahatan)
2. 30 I Hampilah kafir itu mendekati kufur
3. 30 I Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kemiskinan
4, 30 I Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kemiskinan, kekurangna dan kehinaan, akupun berlindung kepada-Mu
dari perbuatan zalim dan dizalimi
5. 31 I Terimalah suatu pemberian yang merupakan biasa, namun janganlah kamu menerima sogok terhadap agama.
Dengan menolaknya kamu tidak akan kehilangan harta atau jatuh miskin
6. 32 Il Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah
memampukan mereka dengan karunia-Nya.




32

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu
mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah
kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan
kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di
antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar[518]". demikian itu yang diperintahkan
kepadamu supaya kamu memahami(nya).

33

Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan
kepada keimanan, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Apa saja yang menjamin terlindungnya 5
perkara ini adalah memenuhi kepentingan publik Ana dianjurkan, dan apa saja yang mencederai 5
perkara adalah melawan kepentingan publik yang harus dibuang.

37

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada
yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung

10.

37

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah
(dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian
(pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu

11.

38

Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan
mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) kebajikan; mereka itu termasuk orang-
orang yang saleh

12.

84

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal
dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-
orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-
orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah, dan apa yang
dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat
keras hukumannya.




LAMPIRAN 11

PDRB (ADHK) Tahun 2000 Kabupaten Cilacap Tahun 2010-2014

Sektor-sektor 2010 2011 2012 2013 2014

Pertanian 3.120.355,17 | 3.187.497,16 | 3.256.219,57 | 3.327.047,77 | 3.388.744,72

Pertambangan | 301.280,65 320.251,39 342.968,30 365.996,64 391.878,24

dan penggalian

Industri 12.597.670,4 | 12.945.829,1 | 13.071.585 13.004.061,8 | 13.217.033,1

pengolahan

Listrik, gas 78.543,01 81.526,53 87.865,62 95.239,20 102.268,61

dan air bersih

Bangunan 478.192,52 517.184,18 557.096,61 601.089,19 644.619,28

Perd, hotel dan | 5.375.721,86 | 5.752.997,13 | 6.109.780,68 | 6.510.998,31 | 6.877.521,56

restoran

Pengangkutan 597.510,11 640.071,17 680.542,57 719.100,39

& komunikasi | 556.157,48

Keu,sewa&jas | 484.239,92 512.676,47 547.686,04 600.355,34 637.221,76
a perusahaan

Jasa-jasa 744.466,77 787.312,36 838.784,83 880.469,61 938.678,01

Jumlah PDRB | 23.736.627,8 | 24.702.784,3 | 25.452.057,8 | 26.065.800,5 | 26.917.066,4

0 9 1 1 2




LAMPIRAN 111

PDRB (ADHK) Tahun 2000 Kabupaten Cilacap Tahun 2010-2014

Sektor-sektor 2010 2011 2012 2013 2014
Pertanian 156.160,31 | 159.420,48 | 162.857,58 | 166.400,01 | 169.485,74
Pertambanga 80,99 86,09 92,23 98,42 105,38

n dan

penggalian

Industri 47.159,36 | 50.532,46 | 54.217,16 | 58.101,67 61.727,77
pengolahan

Listrik, gas 701,81 748,47 806,67 874,36 938,90

dan air bersih

Bangunan 3.168,13 7.426,46 9.999,58 10.789,22 11.570,56

Perdagangan, | 145.309,00 | 150.981,34 | 152.989,87 | 163.346,12 | 174.012,21
hotel&restora
n

Pengangkuta | 37.101,67 39.860,33 42.699,61 | 45.399,49 47.971,71
né&
komunikasi

Keu,sewa&ja | 12.548,41 | 18.285,30 | 20.602,25 | 22.583,51 23.970,31
sa perusahaan

Jasa-jasa 20.275,81 | 20.442,73 | 21.779,22 | 22.861,57 24.372,97

Jumlah pub 422.505,50 | 447.783,67 | 466.044,18 | 490.454,38 | 514.155,55

Pdb perkapita | 7.391.499,4 | 7.841.683,8 | 8.150.902, | 8.564.345,5 | 8.962.410,23
4 6 94 5




LAMPIRAN IV

PDRB (ADHK) Tahun 2000 Kecamatan MajenangTahun 2010-2014

Sektor-sektor 2010 2011 2012 2013 2014
Pertanian 210.908,07 | 215.946,27 | 222.602,07 | 227.444,04 | 231.661,7
Pertambangan & | 22.301,77 23.706,04 25.395,55 27.100,72 29.017,16
penggalian

Industri 179.543,84 | 185.385,84 | 191.903,71 | 205.653,06 | 218.487,79
pengolahan

Listrik, gas dan 4.425,29 4.603,39 4,961,32 5.377,67 5.774,59
air bersih

Bangunan 9.079,92 13.320,29 22.564,01 24.345,84 26.108,93
Perdagangan, 261.370,81 | 273.368,69 | 287.916,76 | 307.406,54 | 327.479,41
hotel dan

restoran

Pengangkutan 40.633,88 43.655,18 46.764,77 49.721,69 52.538,79
&komunikasi

Keu,sewa&jasa 40.257,82 41.621,92 44.464,19 48.740,18 51.733,20
perusahaan

Jasa-jasa 38.001,60 45.188,67 57.142,99 59.982,81 63.948,31
Jumlah PDRB 806.523,01 | 846.796,30 | 903.715,38 | 955.772,54 | 1.006.749,9
PDRB perkapita | 6.524.158,6 | 6.725.249,2 | 7.149.194,5 | 7.527.546,2 | 7.894.220,5




LAMPIRAN V

Perhitungan Tipologi Klassen Kecamatan Majenang

Rata2 Nilai Rata2 Nilai
Sektor-sektor 2010 2014 Tambah % | Kontribusi % 2010 2014 Tambah | Kontribusi | Kuadran
Pertanian 210.908,07 | 231661,7 | 2,46003271 | 24,40723483 | 3.120.355,17 | 3.388.744,72 | 2,150313 | 12,8502 1
Pertambangan&
Penggalian 22301,77 | 29017,16 | 7,52786662 | 2,830182405 | 301.280,65 391.878,24 | 75517707 | 1,368427 1
Industri 12 597 670.40 13.217.033,8
Pebgolahan 179543,84 | 218487,79 | 5,42262408 | 21,95100552 i 4 1,229123 | 50,96312 3
Listrik, Gas
dan AirMinum 4425,29 577459 | 7,62266428 | 0,562512136 78.543,01 102.268,61 | 7,551786 | 0,356956 1
Bangunan 9079,92 26108,93 | 46,8864538 | 1,940626278 478.192,52 644.619,28 | 8,700824 | 2,216643 3
Perdagangan
Restoran dan
Hoten 261370,81 | 327.479,41 | 6,32325775 | 32,47444036 | 5.375.721,86 | 6.877.521,56 | 6,984177 | 24,19023 2
Pengangkutan | 40.633,88 | 52.538,79 | 7,32449744 | 5138370017 556.157,48 719.100,39 | 7,324495 | 2,517601
Keu, Persewaan
dan Jasa
Perusahaan 40.257,82 | 51.733,20 | 7,1261807 | 5,073203323 484.239,92 637.221,76 | 7,898039 | 2,213978 2
Jasa-jasa 38.001,60 | 63.948,31 | 17,0694852 | 5622425126 744.446,77 838.678,01 | 6,521824 | 3,322874 1

26.917.066,4

Pdrb 806523 | 1006749,88 | 107,763063 100 23.736.62 788 2 5587829 | 100




LAMPIRAN VI

Perhitungan Tipologi Klassen Kecamatan Sidareja

Rata2
Sektor-sektor 2010 2014 Rata2 Nilai | Kontribusi 2010 2014 Nilai Kuadran
Tambah % % Tambah | Kontribusi

Pertanian 156160,3 | 169485,7 | 2,133293 34,76669 | 3.120.355,17 | 3.388.744,72 | 2150313 12,8502 3
Pertambangan 80,99 105,38 7,528707 0,019897 301.280,65 391.878,24 7,517707 | 1,368427 3
Industri 47159,36 | 61727,77 | 7,722968 11,62503 | 12.597.670,4 | 13.217.033,9 | 1,229123 | 50,96312 3
Listrik 701,81 938,9 8,445662 0,175166 78.543,01 102.268,61 7,551786 | 0,356956 3
Bangunan 3168,13 | 11570,56 | 66,30433 1,573535 478.192,52 644.619,28 8,700824 | 2,216643 2
Perdagangan 145309 174012,2 | 4,938306 34,09144 | 5.375.721,86 | 6.877.521,56 | 6,984177 | 24,19023 2
Pengangkutan | 37101,67 | 47971,71 | 7,324495 9,082622 556.157,48 719.100,39 7,324495 | 2,517601 1
Keuangan 12548,41 | 23970,31 | 22,75567 3,898819 484.239,92 637.221,76 7,898039 | 2,213978 2
Jasa 20275,81 | 24372,97 | 5,051783 4,766802 744.466,77 938.678,01 6,521824 | 3,322847 2
Pdrb 422505,5 | 514155,6 | 132,2052 100 23.736.627,8 | 26.917.066,4 | 5587829 100




LAMPIRAN VII

Perhitungan LQ Kecamatan Majenang

Sektor-sektor 2010 2011 2012 2013 2014 Rata-rata LQ
Pertanian 1,08925943 | 1,976345442 | 1,925336943 | 1,864369729 | 1,82776981 | 1,91661627
Pertambangan | , 1 e56114 | 2150400191 | 2,085426413 | 2,019390222 | 1.9797478 | 2,08450755
dan Penggalian

Industri 0419452247 | 0,417747295 | 0,413472231 | 0498893632 | 044197661 | 0,4383084
Pengolahan

"&'i?tg‘;’m?has dan | 1 658108253 | 0,601156413 | 1590264958 | 1539908542 | 1,50968005 | 1,37984164
Bangunan 0,558832302 | 0,751338086 | 1,140714587 | 1,104593197 | 1,08290883 | 0,9276774
Perdagangan,

Restoran  dan | 1,430943714 | 1,386186198 | 1,327188327 | 1,287603174 | 1,2730872 | 1,34100172
Hotel

Pengangkutan | 5 10qye0876 | 213136320 | 2,057698609 | 1.99254025 | 1.95342462 | 2,05705913
&Komunikasi

Keu, Persewaan

dan Jasa | 2,4467631 | 2,368348893 | 2,286493344 | 2,214089994 | 2,17062529 | 2,29726412
Perusahaan

Jasa-jasa 1502307456 | 1,674362335 | 1,918684739 | 1,857928321 | 1,8214554 | 1,75494765
RATA-RATA | 1502732169 | 1,496250794 | 1638364461 | 1,597701896 | 1,56229729 | 1,57746932




LAMPIRAN VIl

Perhitungan LQ Kecamatan Sidareja

Sektor 2010 2011 2012 2013 2014 Rata-rata LQ
Pertanian 281 2759128723 | 2,731430202 | 2,658072126 | 2,618348848 272
Eﬁﬁﬁgﬂﬂiﬂg”& 0,015102429 | 0,014829938 | 0,014686356 | 0,01429153 | 0,014077977 | 0,01459765
Industri 0210312126 | 0,215336787 | 0,226518838 | 0,237455393 | 0,244500518 | 0,22682473
pengolahan

k'isrtg‘;’rsﬁas dan | 550199416 | 0,506469266 | 0,50138662 | 0,487918171 | 0,480629235 | 049567949
Bangunan 0,372208999 | 0,792162484 | 0,980273033 | 0,953945538 | 0,939689309 | 0,80765587
Perdagangan,

Restoran  dan | 1518596438 | 1447794007 | 1,367517419 | 1,33331784 | 1,324588439 | 1,39836283
Hotel

Pengangkutan & | - 5 /0651105 | 3680215822 | 3,643270811 | 3,545423567 | 3492439354 | 362184013
Komunikasi

Keu, Persewaan

dan Jasa | 1,455843743 | 1,967597948 | 2,054370611 | 1,999196644 | 1,969319816 | 1,88926575
Perusahaan

Jasa-jasa 1,530099061 | 1,432417043 | 1,418037013 | 1,379952479 | 1,359330333 | 1,42396719
RAT-RATA 1,35 1,423994669 | 1,437498989 | 1,401063699 | 1,382547092




LAMPIRAN IX

Perhitungan RPs Kecamatan Sidareja

Sektor-sektor Rata-
2010-2009 | 2011-2010 | 2012-2011 | 2013-2012 | 2014-2013 2010 2011 2012 2013 2014 | rata
Pertanian 5.979,58
3.260,17 3.437,10 3.542,43 3.085,73 1,00 0,97 | 0,970268 | 1,000002 | 0,000324 0,79
Pertambangan 5,15
5,10 6,14 6,19 6,96 1,00 1,00 | 1,005081 | 1,123933 | 1,000025 1,03
Industri 2.318,36 3.373,10 3.684,70 3.884,51 3.626,10 1,55 2,48 | 7,064237 | -12,8758 3,65 0,37
Listrik 18 46,66 58,20 67,69 64,54 1,00 1,70 | 1,000044 | 0,999935 1,00 1,14
Bangunan 242,04
4.258,33 2.573,12 789,64 781,34 1,00 7,61 | 3,591705 | 0,999997 1,00 2,84
Perdagangan 8261,67
5.672,34 2.008,53 10.356,25 | 10.666,09 0,94 0,57 | 0,224821 | 1,028872 1,15 0,78
Pengangkutan 2.252,76 2.758,66 2.839,28 2.699,88 2.572,22 8,96 1,00 1| 1,000001 1,00 2,59
Keuangan 773,05
5.736,89 2.316,95 1.981,26 1.386,80 1,00 5,66 | 1,759328 | 1,000002 1,00 2,08
Jasa-jasa 1.032,19 166,92 1.336,49 1.082,35 1.511,40 1,00 0,15 | 0,999998 | 0,999997 1,00 0,83
Jumlah pdb 20.882,80 | 25.278,17 18.260,51 24.410,20 23701,18




LAMPIRAN X

Perhitungan RPs Kecamatan Majenang

Rata-

Sektor-sekior | 54102009 | 2011-2010 | 2012-2011 | 2013-2012 | 2014-2013 | 2010 | 2011 | 2012 2013 2014 | rata

Pertanian 875,94 503820 | 6.65580 | 4.84197 | 421766 | 011 | 1,11 |1,374607 | 1,00000084 | 0,000237 | 0,72

Pertambangan | 1.419.63 | 440497 | 168951 | 1.70517 | 1.91644 | 1,00 | 1,00 | 1,004403 | 1,123903085 | 1,000001 | 1,03

Industri 8.826,37 | 5384200 6.517,87 | 13.749,35 | 12.83473 | 155 | 1,17 | 3530386 | -12,875781 | 3,65 | -0,60
Listrik 1355 1 17810 357,93 416,35 396,92 | 1,00 | 1,06 | 0,999984 | 1,000004059 | 1,00 | 1,01
Bangunan 693,70 | 424037 | 924372 | 178183 | 1.763,09 | 1,00 | 422 |5718114 | 1,000002276 | 1,00 | 2,59
Perdagangan | 14.860,47 | 11 997,88 | 14.548,07 | 19.489,78 | 20.072,87 | 0,94 | 0,67 | 0,865285 | 1,028872142 | 1,15 | 0,93
Pengangkutan | 246723 | 302130 | 3.109,59 | 2.956,92 | 2.817,10 | 8,96 | 1,00 1 1,000001755 | 1,00 | 2,59
Keuangan 248010 | 136410 | 2.842,27 | 427599 | 299302 | 1,00 | 0,59 1 1,000000883 | 1,00 | 0,92
Jasa-jasa 193456 | 718707 | 11.954,32 | 2.839,82 | 3.96550 | 1,00 | 2,92 | 3,409082 | 1,000001987 | 1,00 | 1,87

Jumlah pdb 40871,56 | 40.273,29 | 56.919,08 | 52.057,16 50977,4




LAMPIRAN XI

Perhitungan RPr Kabupaten Cilacap

Rata-
Sektor-sektor | ,010 9009 | 2011-2010 | 2012-2011 | 2013-2012 | 2014-2013 2010 | 2011 2012 2013 2014 | rata
Pertanian 119.482,41 | 6714199 | 68.722,41 | 70.828.20 | 61.696,95 0,91 0,54 | 0,716914 | 0,904132 0,58 0,73
Pertambangan 19.178,21 | 18.970.74 | 22.716,91 | 23.028,34 | 25.881,60 151 1,51 | 2,249976 | 2,672208 2,09 2,01
Industri 399.776,47 | 348.158,69 | 125.755,90 | -67.523,11 | 212.971,96 0,75 0,69 | 0,328497 | -0,22053 | 0,509508 0,41
Listrik, 201530 | 298352 | 6.33900| 7.37358| 7.029,41 0,61 0,94 | 2.450702 | 3,288118 217 1,89
Bangunan 36.533,46 | 38.991,66 | 39.912.43 | 43.992,58 | 43.530,09 188 1,93 | 2,433662 | 3,108317 | 2,13525 230
Perdagangan, | 325.162,77 | 377.575,27 | 356.783,55 | 401.217,63 | 36652325 | 143 | 1,68 | 1983635 | 2,617081 160| 1,88
Pengangkutan 3.769,11 | 4135263 | 42.561,06 | 40.471,40 | 38.557,82 0,16 1,77 | 2,258743 | 2,525676 1,70 1,68
Keuangan, 2983185 | 28.436,55 | 35.009,57 | 52.669,30 | 36.86642 | 146 | 142 | 2,171389 | 3,725923 183 | 212
Jasa-jasa 37.898,87 | 42.84559 | 51.472,47 | 41.684,78 | 58.208,40 1,20 1,39 | 2,084525 | 2,010703 1,96 1,73
Jumlah PDRB | 1.003.648,47 | 966.156,59 | 749.273,42 | 613.742,70 | 851.265,91




LAMPIRAN XilI

A. BIOGRAFI
Nama

Tempat, Tanggal Lahir
Jenis Kelamin

Status

Agama

Pekerjaan

Alamat Rumah

Alamat Kost
Nomor Telephone

Email

CURRICULUM VITAE

: Siti Nur Kholifah

: Cilacap, 03 Mei 1993
. Perempuan

: Belum Menikah

> Islam

: Mahasiswa

. JI. Teratai RT 03 RW XI Pakis Mulyasari
Majenang Cilacap Jawa Tengah 53257

: Santan Gang |1l No 33C Maguwoharjo Sleman
: 0896 6692 9984

: kholifah361@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

2000 - 2006
2006 - 2009

2009 - 2012

2012 - Sekarang

: SD Negeri Mulyasari 03
: SMP Negeri 02 Majenang

: MA Al-I'dadiyyah Bahrul Ulum Tambak
Beras Jombang

: Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
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